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QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 1 TAHUN 2OO9

TENTANG

PE RTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN 2OO7

M e n i m b a n g  :  a .

BISMILLAHIRRAH MAN IRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

bahwa un tuk  me laksanakan  ke ten tuan  pasa l  184  aya t  (1 )  Undang-
Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemer intahan Daerah
sebaga imana  te lah  d iubah  un tuk  kedua  ka l i  dengan  Undang-Undang
Nomor  12  Tahun  2008  ten tang  pe rubahan  Kedua  a tas  Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerrntahan Daerah,  Kepala Daerah
mengajukan rancangan Qanun tentang per tanggungjawaban
pelat<sanaan APBK kepada Dewan perwaki lan Rakyat  Kota (DPRK)
berupa laporan keuangan yang te lah d iper iksa o leh Badan pemer iksa
Keuangan  (BPK)  pa l i ng  l amba t  6  (enam)  bu lan  se te lah  tahun
anggaran berakhi r .

bahwa sebagai  pe laksanaan Keputusan Dewan perwaki lan Rakyat  Kota
Langsa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Fenetapan Rancangan eanun
menjadi  Qanun Per tanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2007 d ipandang
per lu  menetapkan Per tanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2007.

bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud dalam
huru f  a  dan  hu ru f  b  d i  a tas  pe r lu  d i t e tapkan  dengan  eanun .

Undang-Undang  Nomor  L2  Tahun  1985  ten tang  pa jak  Bumi  dan
Bangunan  (Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  1995  Nomor
68,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3312)
sebaga imana  te lah  d iubah  dengan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun
1994  (Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  1994  Nomor  62 ,
Tambahan  Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Nomor  3569) ;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan
Retr ibus i  Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1997
Nomor 41,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor
3685)  sebaga imana  te lah  d iubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  34
Tahun  2000  (Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2000  Nomor
246,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor aaag) ;
Undang-Undang Nomor 2L Tahun 1997 tentang Bea pero lehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indones ia  Nomor  3688) ;

Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  ten tang  penye lenggaraan
Negara Yang Bers ih dan Bebas Korupsi ,  Kolus i  dan Nepot isme
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(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Ta rnbahan  Lembaran  Negara  R .epub l i k  I ndones ia  Nomor  3851)
sebaga imana  te lah  d iubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  30  tahun
2oa2 tentang Komis i  r indak p idana Korupsi  (Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Tahun 2002 Nomor 139,  Tambahan Lembir -an
Negara Republ ik  Indonesia Nomor a250) ;

5 .  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2001  ten tang  pemben tukan  Ko ta
Langsa  (Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2001  Nomor  g3
Tambahan  Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Nomor  4110) ;

6 .  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  ten tang  Keuangan  Negara
(Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2003  Nomor  47 .
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor a2B6);

7 .  undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2oo4  ten tang  pe rbendaharaan
Negara  (Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2004  Nomor  5 .
Tambahan  Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Nomor  4355)  )

B .  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2oo4  ten tang  pemben tukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,  Tambahan Lembaran Negara
Repub l i k  i ndones ia  Nomor  a3B9) ;

9 .  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2oo4  ten tang  pemer i ksaan
Penge lo laan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara  (Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,  Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor aaO}) ;

10.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang s is tem perencanaan
Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun
2004 Nomor r04,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor  4a2 t ) ;

11 .  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  ten tang  pemer in tahan  Daerah
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2oo4 Nomor t25,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4437)
sebaga imana  te lah  d iubah  un tuk  kedua  ka l i  dengan  Undang-Undang
Nomor  12  Tahun  2008  ten tang  pe rubahan  Kedua  a tas  Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemer intahan Daerah (Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor a$4a) ;

12 .  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  zoo4  ten tang  pe r imbangan
Keuangan Antara Pemer intah pusat  dan pemer intahan Daerah
(Lembaran Negara Republ ik  I r rdonesia Tahun zoa4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor a43B);

13 .  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  ten tang  pemer in tahan  Aceh
(Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  tahun  2006  Nomor  62 ,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4633) .

14.  Peraturan Pemer intah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan pemer intah Daerah (Lembaran
Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2001  Nomor  4 r ,  Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  indonesia Nomor 409A);

l5 .Peraturan Pemer intah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah
(Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2001  Nomor  118 ,
Tambahan  Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Nomor  4138) ;

16.  Peraturan Pemer intah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retr ibus i  Daerah
(Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2001  Nomor  119 ,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4139) ;

17.  Peraturan Pemer intah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler  dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwaki lan
Rakyat  Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun zoo4
Nomor  90 ,  Tambahan  Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Nomor
4476) ;  sebagaimana te lah d iubah dengan peraturan pemer intah
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Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemer intah
Nlomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoier  dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan perwaki lan Rakyat  Daerah (Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,  Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia l lornor  4540) ;

18.  Peraturan Pemer intah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelo laan
Keuangan  Badan  Layanan  Umum (Lembaran  Negara  Repub l i k
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,  Tambahan Lembaran Neqara
Republ ik  Indonesia Nomor 4502) ,

19.  Peraturan Pemer intah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar
Akuntansi  Pemer intahan (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun
2005 Nomor 49,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor  +503) ;

20.  Peraturan Pemer intah Nomor 54 Tahun 2005 tentang p in jamam
Daerah  (Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2005  Nomor
131,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4570) ;

21.  Peraturan Pemer intah Nomor 55 Tahun 2oo5 tentang Dana
Per imbangan  (Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2005
Nomor 137,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor
4 q 7 q \ ., J ,  J t l

22,  Peraturan Pemer intah Nomor 55 Tahun 2005 tentang s is tem
Informasi  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 457 6)' ,

23.  Peraturan Pemer intah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah  (Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2005  Nomor
139,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4577) ;

24.  Peraturan Pemer intah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelo laan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2005
Nomor 140,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor
4578);

25.  Peraturan Pemer intah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman
Penyusunan dan Penerapan standar  Pelayanan Min imal  (Lembaran
Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2005  Nomor  150 ,  Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor a5B5);

26.  Peraturan Pemer intah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kiner ja  Instans i  Pemer intah (Lembaran Negara
Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2006  Nomor  25 ,  Tambahan  Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4614) ;

27.  Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman  Penge lo laan  Keuangan  Daerah  sebaga imana  te lah  d iubah
dengan Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 59 Tahun 2007;

28.Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara pembentukan
Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2OO7
Nomor 3,  Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
N o m o r  3 ) ;

29.  Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran
Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 7) ;

30.  Qanun Kota Langsa Nomor L7 Tahun 2007 tentang perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20A7
(Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 17) ;

31 .  Qanun  Nomor  12  Tahun  2008  ten tang  pokok -pokok  penge lo laan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008
N o m o r  1 2 ) .

Dengan Persetu;ua ^ /tO



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

M EM UTUSKAN:

MenetapKan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA
TAHUN 2OO7.

Pasal 1

Per tanggungjawaban Pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan
memuat :
a.  Laporan Real isas i  Anggaran;
b .  Neraca ;
c.  Laporan Arus Kas;  dan
d.  Catatan Atas Laporan Keuangan,

Laporan  Keuangan  sebaga imana  d imaksud  pada  aya t  (1 )  d i l amp i r i
dengan  lapo ran  k ine r ja  dan  i kh t i sa r  l apo ran  keuangan  Badan  Usaha
Mi i l  i k  Daerah /Perusahaan  Daerah .

Pasal 2

Laporan  rea l i sas i  anggaran  sebaga imana  d imaksud  da lam pasa l  t  hu ru f  a
tahun  anggaran  2007  sebaga i  be r i ku t :

( 1 )

( 2 )

a .  P e n d a p a t a n . . . . . . . . . . . . . . .
b .  B e l a n j a . . . . . .

Su  rp lus /de f i s i t . . . . . . . . .
c .  Pembiayaan

-  Pener imaan . . . .
-  P e n g e l u a r a n . . . . . . . . . . .
Su  rp lus /de f i s i t . . . . . . . . .

Rp.
D nr \ P t

Rp.

292 .54L .915 .033 ,18
296.362.07 7.638,t2
(3.820.  156.604,94)

2 4 . 8 0 8 . 8 8 3 . 0 3 7 , 0 5
3.044.942.000,00
77 .943.784.432,77

Rp .
Rp .
Rp .

Pasal  3

Ura ian  l apo ran  rea l i sas i  anggaran  sebaga imana  d imaksud  da lam pasa l
sebagai  ber ikut  :

(1 )  Se l i s i h  anggaran  dengan  rea l i sas i  pendapa tan  se jum lah
Rp .  16 .573 .255 .687 ,82  dengan  r i nc ian  sebaga i  be r i ku t  :

a .  Anggaran pendapatan sete lah
Peru baha n

b .  Rea l i sas i
Sel i si h I ebi h/ ( ku ra ng )

(2)  Sel is ih  anggaran dengan real isas i  be lanja se jumlah
Rp.  (35.665.335.746,88)  dengan r inc ian sebagai  ber ikut  :

a .  Anggaran  be lan ja  se te lah  pe rubahan  Rp .  332 .027 .407 .385 ,00
b .  Rea l i sas i  Ro .296 .362 .07L638 , I2

Selisih lebih/(kurang) Rp, 35.665.335.746,88

Rp. 309. 115.170.727,00
R p ,  z g z . 5 + t . 9 t 5 . 0 3
Rp. 16.573.255.687,82

(3) setisih /fr



r 3 ) Sel is ih  anggaran dengan real isas i  surp lus/def is i t  se jumlah
Rp .  ( i 9 .092 .080 .059 ,06 )  dengan  r i nc ian  sebaga i  be r i ku t :

(4 )  Se l i s i h  anggaran  dengan  rea l i sas i  pener imaan  pemb iayaan  se jum lah
Rp .  37  .A77 .367 .097  ,95  dengan  r i nc ian  sebaga i  be r i ku t  :

a .
h

a .

h

Surplus/def is i t  sete lah perubahan
Rea l isas i

Sel i si h I ebi h/ ( ku rang )

Anggaran pener imaan pembiayaan
sete lah perubahan
Real isas i

Selisi h I ebih/ (ku rang )

se te lah  oe rubahan
b .  Rea l i sas i

Sel i si h I ebih/ ( ku ra ng )

pe ru  bahan
b .  Rea l i sas i

Sel i si h I ebi h/ ( ku rang )

Rp.  (22.9 t2 .236.664,00)
Rp .  (3 .820 .156 .6C4 ,94 )
Rp .  (  19 .092 .080 .059 ,06 )

R p .  6 1 . 8 8 6 . 2 5 0 . 1 3 5 , 0 0
Bp- 24€08.883.032.0S
Rp.  37.077.367.O97 ,95

Rp .  4 .466 .34 t .000 ,00
Rp .  3 .044 .942 ,000 ,00
R p  L . 4 2 L , 3 9 9 . 0 0 0 , 0 0

Rp,  57.419.909.135,00
Ro.  2L.763.941.437,05
Rp .  35 .655 .968 .097 ,95

(5 )  Se l i s i h  anggaran  dengan  rea l i sas i  penge lua ran  pemb iayaan  se jum lah
Rp  7 .421 .399 .000 ,00  dengan  r i nc ian  sebaga i  be r i ku t  :

a .  Anggaran  penge lua ran  pemb iayaan

(6)  Sel is ih  anggaran dengan real isas i  pembiayaan net to  se jumlah
Rp .  35 .655 .968 .097 ,95  dengan  r i nc ian  sebaga i  be r i ku t  :

a .  Anggaran pembiayaan net to

Neraca  sebaga imana  d imaksud
Tahun 2007 sebagai  ber ikut  :

a .  J u m l a h  a s e t
b .  l um lah  kewa j i ban
c .  l um lah  eku i tas  dana

Pasal 4

pada pasal  t  huruf  b  per  31 Desember

Rp .  563 .77  4 .647  .666 , I4
Rp. 7.382.044.233,62
Rp.  556.  392.603.432,52

Pasal 5

Laporan  a rus  kas  sebaga imana  d imaksud  da lam pasa l  t  hu ru f  c  un tuk  tahun
yang berakhi r  sampai  dengan 31 Desember Tahun 2007 sebagai  ber ikut  :

a .  Sa ldo  kas  awa l  pe r  1  Januar i  2007
b.  Arus kas dar i  akt iv i tas operas i
c .  Arus kas dar i  akt iv i tas Investas i  asset

non  keuangan
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
e.  Arus kas dar i  akt iv i tas nonprogram
f  .  Sa ldo  kas  akh i r  pe r  31  Desember  2007

Rp .  24 .8L2 .960 .310 ,05
Rp .  77 .574 .778 .887 ,06

Rp. (75.394.335.492,00)
Rp.  (3 .044.942.000,00)
R p . 0 ,00
R p .  1 7  . 9 4 7  . 8 6 L 7 0 5 , ! 7

Pasat 6 /fu



Pasal  6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana d imaksud pasal  t  huruf  d
tahun anggaran 2007 memuat  in formasi  ba ik  secara kuantat i f  maupun
kua l i t a t i f  a tas  pos -pos  l apo ran  keuangan .

Pasal 7

Per tanggung jawaban  pe laksanaan  APBK sebaga imana  d imaksud  pada
pasal  1  tercantum dalam lampiran Qanun in i ,  terd i r i  dar i  :

a .  L a m p i r a n  I

L a m p i r a n  L I

L a m p i r a n  I . 2

L a m p i r a n  I . 3

L a m p i r a n  I . 4

b .  L a m p i r a n  I I

c .  L a m p i r a n  I I I

d .  L a m p i r a n  I V

Laporan real isas i  anggaran

Ringkasan laporan real isas i  anggaran menurut  urusan

pemer in tahan  dae rah  dan  o rgan isas i ;

Rinc ian laporan real isas i  anggaran menurut  urusan

pemer in tahan  dae rah ,  o rgan isas i ,  pendapa tan ,

belanja dan pembiayaan;

Rekapi tu las i  laporan real isas i  anggaran belanja daerah

menurut  urusan pemer intahan daerah,  organisas i ,

program dan kegiatan;

Rekapi tu las i  laporan real isas i  anggaran belanja daerah

untuk keselarasan dan keteroaduan urusan

pemer intahan daerah dan fungsi  da lam kerangka

pengo lahan  keuangan  negara ;

Neraca ;

Laporan arus kas;

Catatan atas laporan keuangan;

Pasal 8

Lamp i ran  l apo ran  keuangan  sebaga imana  d imaksud  da lam Pasa l  1  aya t  (2 )
terd i r i  dar i  :

a .  Laporan  k ine r ja  te rcan tum da lam lamp i ran  V  Qanun  in i ,
b .  Ikht isar  laporan keuangan badan usaha mi l ik  daerah/perusahaan daerah

da lam lamp i ran  V i  Qanun  in i .

Pasal  9

Wal ikota menetapkan Peraturan tentang penjabaran per tanggungjawaban
pelaksanaan APBK sebagai  r inc ian leb ih lan jut  dar i  per tanggungjawaban
De laksanaan  APBK.

Pasat fi /b



Pasa l  10

Q a n u n  i n i  m u l a i  b e r l a k u  p a d a  t a n g g a l  d i u n d a n g k a n .
A g a r  s e t i a p  o r a n g  m e n g e t a h u i ,  m e m e r i n t a h k a n  p e n g u n d a n g a n  Q a n u n  i n i
dengan penempatannya da lam Lembaran Daerah Kc ta  Langsa.

Ditetapkan d i  Langsa
pada  tangga l  10  Februa r i  2009  M

4 Syafar  1430 H

WALI
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Ditetapkan d i
pada  tangga l

Langsa
1,0 Februar i  2009 M
74 Svafar  1430 H

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OO9 NOMOR 1


